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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Unit Keija adalah bagian-bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang
bekeija pada Pemerintah Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri
sipil/calon pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dan pegawai negeri sipil
pusat yang dipekeijakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Daerah.
Pengawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah ASN yang terikat dengan peijanjian keija.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiayang selanjutnya
disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Balikpapan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.

Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan.

Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Metode Factor Evaluation System yang selanjutnya disebut Metode FES adalah
metode sistem evaluasi berdasarkan faktor Jabatan.

Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekeijaan dalam suatu Jabatan
yang terdiri dari level-level.



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan
berdasarkan nilai suatu Jabatan.

Disiplin Keija adalah kesanggupan ASN untuk masuk keija dan menaati jam
keija sesuai kewajiban.

Perilaku adalah penilaian atas tindakan keseharian individu melalui pemyataan
dari pihak lain di lingkungan keija masing-masing dengan pendekatan psikologis
berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis.

Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN
di luar gaji dan tunjangan jabatan yang berupa tunjangan keija Daerah
dan/atau tambahan tunjangan keija Daerah.

Tunjangan Keija Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tambahan
Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang penghitungannya
menggunakan Metode FES dan/atau berdasarkan kriteria beban keija, tempat
bertugas, kondisi keija, prestasi keija, kelangkaan profesi, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya yang pembayarannya didasarkan atas capaian
kineija dan Disiplin Keija.

Tambahan Tunjangan Keija Daerah yang selanjutnya disingkat TTKD adalah
Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN didasarkan pada
pertimbangan lainnya dengan memperhatikan beban keija atau prestasi keija
atau tempat bertugas atau kondisi keija atau kelangkaan profesi atau
pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Jam Keija Efektif adalah jam/waktu yang digunakan untuk menyelesaikan
suatu aktivitas yang nyata ada output/hasilnya, sehingga Jam Keija Efektif tidak
sama dengan jam keija riil.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan:

a.

® o © T

a.

kualitas pelayanan kepada masyarakat;

disiplin dan integritas ASN,;

kineija ASN,;

kesejahteraan ASN; dan

tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3
Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri atas:
TKD; dan
TTKD.

b.
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b. kelompok Jabatan nonmanajerial.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
mempunyai tanggung jawab memberikan pengarahan yang bersifat teknis dan
administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas yang
bersifat manajemen strategis.

(2 Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas (struktural) yang terdapat
pada Perangkat Daerah dan Jabatan yang disetarakan.

Pasal 7

Pembobotan Jabatan manajerial dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap
faktor yang meliputi:
a. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas Jabatan;
pengaturan organisasi berdasarkan letak Jabatan hasil analisis Jabatan;
wewenang manajerial berdasarkan wewenang Jabatan hasil analisis Jabatan;
hubungan personal berdasarkan hubungan Jabatan hasil analisis Jabatan;
kesulitan dalam pengarahan pekeijaan berdasarkan tingkat kesulitan dan
kerumitan pekerjaan dasar utama dalam Unit Keija; dan
f.  kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan

kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

b
C.
d.
e

Pasal 8
Kelompok Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
terdiri atas:
a. Jabatan fungsional PNS;
b. PPPK; dan
c. Jabatan pelaksana.

Pasal 9
Pembobotan Jabatan nonmanajerial dilakukan dengan memberikan penilaian
terhadap faktor yang meliputi:
a. pengetahuan yang dibutuhkan Jabatan berdasarkan rincian tugas Jabatan;
b. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat
yang jenjangnya lebih tinggi;
c. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk
melakukan uraian pekeijaan serta pertimbangan yang diperlukan;
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kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan
pekeijaan;

ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekeijaan dan dampak dari
hasil keija atau jasa di dalam dan di luar organisasi;

hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara
berkomunikasi;

tujuan hubungan personal sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan
hasil analisis Jabatan;

persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam
pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis Jabatan; dan

lingkungan pekeijaan berdasarkan kondisi keija hasil analisis Jabatan.

Pasal 10
Jabatan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan
fungsional yang telah mempunyai ketentuan pengaturan penghitungan angka
kredit dan tunjangan fungsional.
PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diberikan TKD
dan/atau TTKD yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Pemberian TKD dan/atau TTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan
Daerah.
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ merupakan
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Penetapan nama Jabatan pelaksana setiap ASN disesuaikan dengan syarat dan
kualifikasi dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis, nama dan nilai Jabatan untuk Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
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(4 Ketentuan mengenai nilai dan Kelas Jabatan, dan komposisi besaran TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(5) ASN yang mendapatkan tugas sebagai tim anggaran Pemerintah Daerah, panitia
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilihan umum kepala
Daerah dan tim pemantauan perkembangan politik Daerah, tim penilai Kineija
(badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan), panitia seleksi jabatan pimpinan
tinggi, pengelola kegiatan dana alokasi khusus dan tenaga yang
dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintan Daerah dapat
diberikan TTKD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(6) Pemberian TTKD kepada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan setelah hasil pekeijaan (pembuatan aplikasi) telah diterima dan
disetujui oleh tim penerima hasil pembuatan aplikasi yang dikoordinir oleh
Diskominfo dan dapat digunakan/diaplikasikan.

(7) Besaran TTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak sama dengan
nilai TKD berdasarkan Disiplin Keija yang disesuaikan dengan jangka waktu dan
ditentukan oleh tim penerima hasil pekeijaan pembuatan aplikasi.

(8) Tenaga yang berhak menerima TTKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(90 Pemberian TTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya dapat
diberika jika capaian aktivitas pribadi minimal 90% (sembilan puluh persen) per
bulan selama waktu penyelesaian pekerjaan.

(10) Pemberian masing-masing TTKD diberikan bersamaan dengan pemberian TKD
dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(11) Pengaturan sumber dana/alokasi penganggaran, besaran, jangka waktu
pemberian dan penetapan ASN yang berhak menerima TTKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(12) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pengoordinasian dari jenis tugas yang dapat diberikan TTKD kepada Sekretaris
Daerah, disertai analisa dan telaahan dari Kepala Perangkat Daerah.

(13) Usuian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terlebih dahulu dibahas dalam tim
anggaran Pemerintah Daerah, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian
Organisasi dan Perangkat Daerah selaku pengusul.

(14) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) akan menjadi
pertimbangan Sekretaris Daerah untuk menerima atau menolak usuian Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

(15) Proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikoordinasikan oleh
Bappeda Litbang.
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(1)

@)

@)

@)

dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan sampai
dengan memenuhi kewajibannya;

tidak menghadiri undangan skala kota tanpa alasan yang jelas, dikenakan
pemotongan sebesar 1% (satu persen) per satu kali ketidakhadiran; dan/atau
tidak menyampaikan laporan penggunaan aset Daerah per triwulan dikenakan
pemotongan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 32
Laporan kineija instansi pemerintah yang terlambat disampaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan laporan yang melewati batas
akhir penyampaian yaitu pada bulan maret.
Tidak menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf f, tidak menghadiri undangan Wali Kota pada acara resmi
skala kota tanpa alasan dan tidak menugaskan ke pejabat di bawahnya,
pemotongannya dilakukan berdasarkan absensi.
Terhadap pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan
pemotongan secara tanggung renteng dari Kepala Perangkat Daerah sampai
kepada pejabat struktural yang mempunyai tugas langsung terhadap tugas
dimaksud atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemotongan Pemberian TKD Berdasarkan Capaian Keija

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
ditemukan adanya unsur manipulasi dalam input aktivitas atau ketidaksesuaian
antara input aktivitas diaplikasi dengan fakta aktivitas yang dilakukan dan tidak
mampu menunjukan bukti/data pendukung/penjelasan yang logis ketika
diverifikasi, maka PNS/CPNS wajib mengembalikan sebesar persentase aktivitas
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke kas Daerah.

PNS/CPNS yang capaian aktivitas pribadinya di bawah 41% (empat puluh satu
persen) dalam satu bulan karena kelalaian/kesalahan dari PNS/CPNS tersebut,
maka TKD berdasarkan capaian keija tidak dibayarkan.

PNS/CPNS dengan capaian aktivitas di bawah 41% (empat puluh satu persen)
dikarenakan sebagai akibat akumulasi dari ketidakhadiran karena alasan dinas
luar kota atau karena sakit atau cuti yang diperbolehkan peraturan perundang-
undangan tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal capaian aktivitas pejabat administrator sebesar 42% (empat puluh
dua persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka tetap dibayarkan

26
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Pasal 37
(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.

Pasal 38

(1) Evaluasi terhadap nama Jabatan pelaksana dan daftar aktivitas dilaksanakan
oleh BKPSDM yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

(2) Evaluasi terhadap hasil input aktivitas, kelogisan waktu capaian aktivitas
dilaksanakan oleh BKPSDM dan Inspektorat yang dikoordinasikan olen BKPSDM.

(3) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran
dilaksanakan oleh BKAD berkoordinasi dengan Bappeda Litbang.

(4) Evaluasi dan pengembangan terhadap sistem aplikasi dilaksanakan oleh
Diskominfo.

(5) Evaluasi keseluruhan pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh BKPSDM.

(6) Dalam hal ditemukan ada indikasi manipulasi input aktivitas atau
persengkongkolan untuk melakukan manipulasi sistem aplikasi, maka dapat
dilakukan evaluasi oleh tim Kkhusus untuk melakukan verifikasi yang
dikoordinasikan oleh BKPSDM.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 39
Pembiayaan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dibebankan pada APBD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40
(1) PNS yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi di lingkungan Pemerintah
Daerah, pemberian TKD berdasarkan Jabatan baru, mulai berlaku pada awal
bulan berikutnya.
(2) Perubahan terhadap pengaturan pemberian TKD yang menyangkut teknis
penggunaan sistem ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
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